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BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten Temanggung sebagai pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung, maka perlu menetapkan Kedudukan,
Susunan, dan Tata Kelja' Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Temanggung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan, dan
Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanL
embaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik :
Nomor 5679);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang"
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temangung Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor

68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN,

DAN TATA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

k:
2
3.

o o

®

Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

Bupati adalah Bupati Temanggung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
Perangkat Daerah Adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam .penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggun
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung 3
SFkrcta:iat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutx; ‘a
disingkat Sekretariat DPRD Adalah Sekrtarian Dewan Perwakilgn
Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

Inspektorat adalah inspektorat Kabupaten Temanggung.

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Temanggung.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

gatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanj
disebut SATPOL PP dap Pemadam F{ebakaran adalah [)ginas I;:::E
yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Ketenteraman
Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. :
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah
Unit pelayanan perizinan yang melekat pada dinas yang
menyelenggarakan urusan penanamarn modal.

Badan Daerah Adalah Badan Dacrah Kabupaten Temanggung.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten Temanggung.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebzgai Perangkat kecamatan
kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD, adalah
unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah.

Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB, adalah
unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah
RSUD Kabupaten Temanggung sebagai pelaksana teknis dinas daerah
yang menyelenggarakan urusan kesehatan.
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanj
adalah unsur pelaksana teknis dinas daer

urusan kesehatan.
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional
yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

utnya disingkat Puskesmas
ah yang menyelenggarakan

BAB 11
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari:

Sekretariat Daerah;

Sekretariat DPRD

Inspektorat;

Dinas Daerah, terdiri dari:

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran; :
Dinas Sosial;

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; :
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; '

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

11. 51:;2 BI;;:;mdusm:an, Perdagangan, K?pcrasi, Usaha Kecil dan
12. Dinas Tenaga Kerja;

g
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13. Dinas Komunikasi dan Informatika;

14. Dinas Perhubungan;

15. Dinas Lingkungan Hidup;

16. Dinas Perikanan dan Peternakan;

17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;dan

18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah;
2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;dan

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

f. Kecamatan.
(2) Bagan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam

lampiran I, yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupatj/ini.
BAB III
SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Kesatu

Kedudukan
Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf.
(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dalam

melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati,

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan, membawabhi:
1. Bagian Pemerintahan, membawahi:
a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama;dan
c) Sub Bagian Fasilitasi Perangkat Daerah.
2. Bagian Pemerintahan Desa, Membawahi:
a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa;
b) Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa;dan
c) Sub Bagian Aset Desa.
3. Bagian Hukum, membawahi:
a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;dan
a) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
c. Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat,
Membawabhi: :
1. Bagian Perekonomian, membawahi:
a) Sub Bagian Ekonomi Daerah;
b) Sub Bagian Produksi Daerah;dan
c¢) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah;



2. Bagian Pembangunan, Membawabhi:
a) Sub Bagian Layanan Pengadaan;
b) Sub Bagian Administrasi Pembangunan:dan
c) Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan,

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, Membawahi:
a) Sub Bagian Keagamaan.
b) Sub Bagian Sarana Prasarana Keagamaan;dan
¢) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental; '

d. Asisten Administrasi, membawahi:

1. Bagian Umum, membawahi:
a) Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol;
b) Sub Bagian Keuangan,dan
¢) Sub Bagian Rumah Tangga.

2. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, membawahi:
a) Sub Bagian Kelembagaan;
b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;dan
¢) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.

° 3. Bagian Hubungan Masyarakat, Membawahi:

c) Sub Bagian Analis Media dan informasi,
d) Sub Bagian Produksi dan Media;dan
e) Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

(3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Sekretaris
Daerah melalui Asisten dan dalam melaksanakan tugasnya

berkoordinasi dengan Kepala Bagian.
(6) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

(7) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam
lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini. 3

BAB IV
SEKRETARIAT DPRD
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 5
(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.



(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam
melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:

a. Sekretaris;

b. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, membawabhi:
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;dan
3. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Bagian Keuangan, membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Angga.ran
2. Sub Bagian Akuntansi;dan

3. Sub Bagian Perbendaharaan.

Bagian Rapat dan Perundang-undangan, membawabhi:

1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
2. Sub Bagian Alat Kelengkapan dan Aspirasi;dan
3. Sub Bagian Legislasi dan Perundang-undangan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.

Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Sekretaris

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya

berkoordinasi dengan Kepala Bagian.

Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja

Jabat#n Fungsional diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD.

Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam

lampiran IIl, yang merupakan bagian tidak terp1sahkan dari Peraturan

Bupati ini.

(4)

(5)

(6)

BABV
INSPEKTORAT
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 7
(1) Inspektorat merupakan unsur pembina dan pengawas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.
(2) Inspektorat dipimpin oleh inspektur.
(3) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.




Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:

a. Inspektur; :
b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;dan

3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Inspektur Pembantu I;

Inspektur Pembantu II;

Inspektur Pembantu III;

Inspektur Pembantu [V;dan

. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Inspektur.

(3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Kelomapok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Inspektur
Pembantu.

(6) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran
IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

@™o Ao

BAB VI
DINAS DAERAH :
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 9

(1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

(2) Dinas Daerah dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Paragraf 1
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri
dari:
a. Kepala;
b. Sekretaris, membawabhi:
1. Sub Bagian Perencanaan,
2. Sub Bagian Keuangan;dan



(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

)

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Sumber Daya Manusia Pendidikan, membawahi:
1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah
Pertama;dan
3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF.
d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
1. Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar;
2. Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar;dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.
e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
1. Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama; )
2. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama;dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
f. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahi:
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; '
2. Seksi Pendidikan Kesetaraan;dan
3. Seksi Pendidikan Masyarakat.
g. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, membawahi:
1. Seksi Kepemudaan;dan
2. Seksi Olah Raga;
h. Satuan Pendidikan dan UPTD;dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.
Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
Satuan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan yang
merupakan fungsional guru/pamong belajar.
UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.

Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(10)Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




Paragraf 2
Dinas Kesehatan
Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretaris, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawabhi:
1. Seksi Gizi;
2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;dan
3. Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;dan

3. Seksi Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa.
e. Bidang Pelayanan Kesehatan, Membawahi:
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Tradisional, dan Rujukan,;
2. Seksi Kesehatan Keluarga;dan
3. Seksi Peningkatan Mutu Perizinan.
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
1. Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan;
2. Seksi Farmasi, Makanan Minuman, dan Perbekalan
Kesehatan;dan
3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi
Kesehatan.
g. UPTD;dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) UPTD ,sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.




(8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hub j
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. G G

(9) Bagal} Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
Paragraf 3
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretaris, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Bina Marga, membawahi: |
1. Seksi Jalan;
2. Seksi Jembatan;dan
3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
d. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
1. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Bendung dan Irigasi;
2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bendung dan Irigasi;dan
3. Seksi Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air;
e. Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman,
membawahi:
1. Seksi Penataan Bangunan;
2. Seksi Pengembangan Air Minum;dan
3. Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman.
f. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, membawahi:
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;dan
3. Seksi Pertanahan.
g. Bidang Tata Kota dan Jasa Konstruksi, Membawahi:
1. Seksi Pertamanan;
2. Seksi Penerangan Jalan Umum;dan
3. Seksi Jasa Konstruksi.
h. UPTD;dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

- Dinas.

f (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.




(5) Scksi-spksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingninsd
dipimpin oltj:h seorang Kepala Seksi yang berada di I::su.wga:lz:1 ai’;zfl
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. ' 3

(7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.

(8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(9) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran
Pasal 13

(1) Susunan Organisasi SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekfetaris, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawabhi:
1. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;dan
2. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan. Pemadam Kebakarar,
membawahi:
1. Seksi Perlindungan Masyarakat;dan
2. Seksi Pemadam Kebakaran.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.

(7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(8) Bagan Organisasi SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

I



Paragraf 5
Dinas Sosial
Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:

a. Kepala;

b. Sekretaris, membawabhi:
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,, membawabhi:
1. Seksi Perlindugan Korban Bencana;dan
2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:

1. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia;dan

2. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan

Korban Perdagangan Orang.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawabhi:

1. Selsi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;dan

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan.
f. Bidang Penanganan Fakir Miskin;

1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan;dan

2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang. ‘

(7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(8) Bagan Organisasi Dinas  Sosial sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
Paragraf 6
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pasal 15
(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:

a, Kepala;



b. Sekretaris, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Kebudayaan, membawahi:
1. Seksi Sejarah dan Pelestarian Cagar Budaya;dan
2. Seksi Bahasa, Seni dan Budaya.
d. Bidang Pengembangan Pariwisata, membawahi:
1. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata;
2. Seksi Promosi Wisata;dan )
3. Seksi Pembinaan SDM dan Kelembagaan Kepariwisataan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.

(7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional den pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(8) Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana

tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri
dari:

a. Kepala;
b. Sekretaris, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan, membawabhi:
1. Seksi Advokasi dan Penyuluhan;dan
2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
1. Seksi Pelayanan KB;dan '
2. Seksi Kepesertaan KB.



e. E:S;I;gawai?:mberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
1. Seksi Pengarusutamaan Gender;dan
2. Perlindungan Perempuan dan Anak.
{ Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera, membawahi:
1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga;dan
2. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

g. UPTD;dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.

(8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(9) Bagan Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang
merup-kan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 17
(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri
dari:
a. Kepala;

b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
1. Seksi Identitas Penduduk;dan
2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawabhi:
1. Seksi Kelahiran dan Kematian;dan
2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan
Pewarganegaraan.
e. Bidang Data dan Teknologi Informasi, membawahi:
1. Seksi Data dan Informasi;dan
2. Seksi Pengelolaan Jaringan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat bl s
seorang Sekretaris yang berada di bawah Ycéilan(lljj,ertdlplmpm_ oleh
kepada Kepala Dinas. ‘ anggungjawab

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 tne-mast
dipimpin olgh seorang Kepala Bidang yang )t:cra(d;' gilazlg‘i Eai;ng
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. o

(4) Sul:o_B.ﬁlglaln‘-sm%l bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian b i

; glan yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) SFk'si-s_cksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin olt_ah seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.

(7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(8) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pasal 18
(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

terdiri dari: '
a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Desa, membawahi:

1. Seksi Pengembangan Kapasitas Lembaga Desa;

2. Seksi Pengembangan Pranata Sosial dan SDM;dan

3. Seksi Perkembangan Desa.
d. Bidang Pembangunan Desa, membawahi:

1. Seksi Pembangunan Desa dan Swadaya Gotong Royong;

2. Seksi Pendayagunaan Sarana dan Prasarana Masyarakat;dan

3. Seksi Keuangan Desa.
e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawabhi:

1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;dan

2. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat

Guna;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.




(5)

(6)

(7)

(8)

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan,
Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.

Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10
Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal ‘dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;dan
2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja, membawahi:
1. Seksi Pengkajian Potensi;dan
2. Seksi Pengembangan Kinerja;
d. Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi, membawahi:
1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal:dan
2. Seksi Fasilitasi dan Promosi.
e. Bidang Perizinan, membawahi:
1. Seksi Pelayanan dan Verifikasi;dan
2. Seksi Penetapan dan Penerbitan;
f. Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengaduan, membawahi:
1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan;dan
2. Seksi Pengaduan dan Advokasi.
8 Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas. I

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dj bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dj bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan,

(6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.

(7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja

Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

4



(8) Bidang Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pasal 20
(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari;
a. Kepala;
b. Sekretariat, membawabhi:
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
. Bidang Perindustrian, membawabhi:
1. Seksi Agro Industri;dan
2. Seksi Aneka Industri.
d. Bidang Perdagangan, membawahi:
1. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan;dan
2. Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
Bidang Pengelolaan Pasar,membawahi:
1. Seksi Penataan, Ketertiban, dan Pemberdayaan Pasar;dan
2. Seksi Perizinan dan Pendapatan Pasar.,
{. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, membawahi:
1. Seksi Koperasi;dan
2. Scksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
g. UPTD;dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

0
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(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.

(8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kexj'a
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(9) Bagan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




Paragraf 12
Dinas Tenaga Kerja
Pasal 21
(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari:

a. Kepala;

b. Sekretariat, membawabhi:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi:

1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;

2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;dan

3. Seksi Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat KerJa membawabhi:
1. Seksi Hubungan Industrial;dan
2. Seksi Syarat-syarat Kerja,

e. UPTD;dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.

(8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(9) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 13
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pasal 22
(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

a. Kepala;
b. Sekretariat, membawabhi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Komunikasi, membawabhi:
1. Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik:dan
2. Seksi Pemberdayaan Komunikasi dan Informasi Publik.



d. Bidang Informatika, membawahi:

1. Seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi:dan

2. Seksi Pengembangan Sistem Informasi.

Bidang Statistik dan Persandian, membawahi:

1. Seksi Statistik;dan

2. Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi.

. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d_ipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rr_lasing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masiné dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yarig berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang. .

(7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(8) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14
Dinas Perhubungan
Pasal 23
(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretariat, membawabhi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
¢. Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran, membawahi:
1. Seksi Lalu Lintas;dan
2. Seksi Perparkiran.
d. Bidang Teknik, Sarana dan Prasarana, membawahi:
1. Seksi Perbengkelan;dan
2. Seksi Pengujian Kendaraan.
¢. Bidang Angkutan dan Terminal, membawahi:
1. Seksi Angkutan;dan
2. Seksi Termial; \
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(%) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang

Sekretaris b di i
ol yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala



3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimzin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
; pertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
| () Sub Bagi‘ar‘n-su.b bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
pertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi

dengan Kepala Bidang.
(7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan Kkerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(8) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
Paragraf 15

Dinas Lingkungan Hidup
Pasal 24
(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan,;
2. Sub Bagian Keuangan;dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Tata Lingkungan, membawabhi:
1. Seksi Perlindungan Lingkungan Hidup;dan
2. Seksi Kajian Lingkungan Hidup.
. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup, membawahi:
1. Seksi Pengendalian Mutu Lingkungan Hidup;dan
2. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.
e. Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawabhi:
1. Seksi Pemberdayaan Lingkungan Hidup;dan
2. Seksi Kelembagaan Lingkungan Hidup.
f. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan, membawahi:

1. Seksi Kebersihan;dan ¢
2. Seksi Pengelolaan Persampahan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

T —
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(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat i
- . : I 5 .
dipimpin ol«‘eh Seorang Kepala Seksi yang ybcra[dal, drinats;]‘sa?:as;ng
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan i3

dengan Kepala Bidang,

(7) Pelaksanaan t}igas Jabatan Fungsional dan pola hubun
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
(8) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

gan kerja

Paragraf 16
Dinas Perikanan dan Peternakan
Pasal 25

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Perikanan, membawahi: [
1. Seksi Produksi Perikanan;dan

2. Seksi Usaha dan Pengembangan Perikanan.
d. Bidang Peternakan, membawahi:
1. Seksi Produksi Peternakan;dan
2. Seksi Usaha dan Pengembangan Peternakan.
e. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi:
1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;dan
2. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner.
f. UPTD;dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing—gmsing dipimpin
oleh scorang Kepala UPTD yang berada di _bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang. : ;

(8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola: hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
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9) Babgan _ Organisasi Dinas
sebagaimana tercantum dalam Lampi
tidak terpisahkan dari Peraturan D

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Xetah
dari: :

a.
b.

h.

i.

aerah ini.

Paragraf 17
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pasal 26

anan Pangan, terdiri

Kepala;

Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Keuangan;dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Bidang Tanaman Pangan, membawahi:

1. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan;

2. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan;dan
3. Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Tanaman Pangan.
Bidang Hortikultura, membawahi:

1. Seksi Sarana dan Prasarana Hortikultura;

2. Seksi Produksi dan Perlindungan Hortikultura;dan

3. Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Hortikultura.

Bi/dang Perkebunan, membawahi:

1. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;

2. Seksi Produksi dan Perlindungan Perkebunan;dan

3. Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Perkebunan.

Bidang Ketahanan Pangan, membawahi:

1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;dan

2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.  *
Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pertanian,
membawahi:

1. Seksi Kelembagaan Pertanian;

2. Seksi SDM Penyuluh;dan

3. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan.

UPTD;dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin_ oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Dinas. , .
(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing

dipimpin oleh seoran
bertanggungjawab kepa

g Kepala Bidang yang berada di bawah dan
da Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-

masing dipimpin oleh seor

ang Kepala Sub Bagian yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. | ‘
(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing

dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.




(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

_(7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.

(8) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(9) Bagan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XXI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

/ Paragraf 18
Dinas Perpustakan dan Kearsipan

Pasal 27
(1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Kearsipan, membawahi:
1. Seksi Pengelolaan dan Layanan Kearsipan;dan
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan.
d. Bidang Perpustakaan, membawahi:
1. Seksi Pengelolaan dan Layanan Perpustakaan;dan
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.

(7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(8) Bagan Organisasi Dinas Perpustakaan dah Kearsipan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXII, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




BAB VII

BADAN DAERAH -
Bagian Kesatu

Kedudukan
Pasal 28

(1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yaig
menjadi kewenangan Daerah.

(2) Badan Daeri}h dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 29

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah, terdiri dari:

a.
b.

E:

h

Kepala;

Sekretaris, membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah,

membawabhi:
1. Sub Bidang Perencanan Program dan Informasi

Pembangunan;dan
2. Sub Bidang Data, Pelaporan, Monitoring dan Pengendalian
Evaluasi Pembangunan.
Bidang Perencanaan Ekonomi,
Infrastruktur, membawahi:
1. Sub Bidang Ekonomi;
2. Sub Bidang Sumber Daya Alam;dan

3. Sub Bidang Infrastruktur;
Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan,

Sumber Daya Alam, dan

membawahi:
1. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;

2. Sub Bidang Sumber Daya Manusia;dan

3. Sub Bidang Pemerintahan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan, Membawahi:

1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Dasar;dan
2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Terapan.

UPTB;dan
Kelgmpok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang berada di bawah dan betanggung jawab kepada Kepala

Badan.

(3) Bidang-bidang sebagai
dipimpin oleh seorang
bertanggungjawab kepad

mana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
Kepala Bidang yang berada di bawah dan
a Kepala Badan melalui Sekretaris.




(4) Sub Bagian-S . .
masing dipim;iz Efl%llan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
dan bertan ,0leh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah

(5) Sub Bid ggungjawab kepada Sekretaris

idang- : ' :
masing dip!igrr?;ig Blld}?ng sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
dan bertanggung oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah

(6) Kelompok Jg‘; gawab ke!nada Kepala Bidang yang bersangkutan.
mcla.luI; Sekazl‘e?ati'];. F(;ungsé‘;?al bertanggungjawab kepada Kepala Badan
dengan Kepala Bi i melaksanakan tugasnya berkoordinasi

7) U : : ‘

! olfﬁeiizigim‘ma dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
kepad 8 Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggungjawab

epada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(8) Eelsalismam tugas \_Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja

abatan Fungsional diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

(9) gagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
engembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIIL,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 '
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah, terdiri dari:

a. Kepala;

b. Sekretaris, membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Keuangan;dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan, membawahi:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendataan;dan

2. Sub Bidang Pelayanan.
d. Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan, membawahi:

1. Sub Bidang Pengelolaan Data;dan
2. Sub Bidang Penetapan Pendapatan.
Bidang Penagihan dan Pengendalian, membawahi:

1. Sub Bidang Pcnagihan;dan
2. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah.

Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan, membawabhi:
1. Sub Bidang Penganggaran;dan '
2. Sub Bidang Perbendaharaan.
Bidang Pengelolaan Aset, Membawahi:
1. Sub Bidang Penatausahaan Aset;dan
2. Sub Bidang Pemberdayaan Aset.
h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Membawabhi:
1. Sub Bidang Akuntansi;dan
2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah.
i. Kelompok Jabatan Fungsional.




(2) Sekretariat sebaga; :
Sekretaris yanga%?::g:qumakSUd pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Badan. 1 bawah dan betanggung jawab kepada Kepala

3) Bidang-bidan : .

[ )dipimgin oleg Sszgigimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
bertanggungjawab ke B Kepala Bidang yang berada di bawah dan

(4) Sub Bagian-Sub B Pada Kepala Badan melalui Sekretaris.
masing dipimpin oi%an Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
dan bertangg"llnm'awabslfggagg gepala Subbagian yang berada di bawah

: ada Sekretaris.

5) Sub Bidang- : :

% masing d;p?n-?;uti zl:hang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
dan bertanggungi bseorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah

(6) Kelompok Jab tg] o keF’ada Kepala Bidang yang bersangkutan.
melalui Sekrc;;-J; F;—;gg?;;ona_[ bertanggUngawab kepada Kepala Badaq
dengan Kepala Bidang. alam melaksanakan tugasnya berkoordinasi

7) Pelak

: )JZbatZinguan S Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja

8) B o ng.smr-lal diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

( ]Dgge?;_lh sr%anlgasl Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
b g agaimana tercantum dalam Lampiran XXIV, yang merupakan

gian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

E Paragraf 3
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pasal 31

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretaris, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan:dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
a. Bidang Administrasi Pegawai, membawahi:
1. Sub Bidang Perencanan dan Formasi Pegawai:dan
2. Sub Bidang Administrasi Umum Pegawai.
b. Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Pegawai,
membawahi: -
1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan:dan
2. Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai.
c. Bidang Pembinaan dan Informasi Kepegawaian, membawabhi:

1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai:dan

2. Sub Bidang Informasi Kepegawaian. 3
2 i imana dimaksud pada ayat (1), c%lplmpm oleh seorang
(2) g:g:tal‘}:tyzzagwm adl a di bawah dan betanggung jawab kepada Kepala

Badan. L

{ : agaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing

(3) B.Jd.&ng:bldalng ﬁm g Kepala Bidang yang berada di bawah dan
dipimpin ole da Kepala Badan melalui Sekretaris.

ber W‘ELM aw‘-b kc?adze 5 a dimaksud pada ayat (1), masing-
(4) fnuagingmdipigsgg Eoliehg _seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Sekretaris:




. AT

(5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Badan

melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan Kepala Bidang.

(7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja
Jabatan Fungsional diatyr lebih lanjut oleh kepala Badan.
(8) Bagan’ Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia‘sebaga;mana tercantum dalam Lampiran XXV, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dar; Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KECAMATAN DAN KELURAHAN
Bagian Kesaty
Kedudukan Kecamatan
Pasal 32

(1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa dan kelurahan.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan Kelurahan
Pasal 33

(1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk
membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

(2) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku
perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Paragraf 1
Kecamatan
Pasal 34
(1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
a. Camat;
b. Sekretaris, membawabhi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
¢. Seksi Tata Pemerintahan;
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;dan
8 Kelurahan.




-l

(2) Sekretari_at sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretarls Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Camat. '

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dlplrnpm'oleh S€orang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah /
dan ?Cftan_ggung}awab kepada Sekretaris Camat.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Camat. ,

(5) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat
Kecamatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Kelurahan yang disebut Lurah yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Camat,

(6) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XXVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.
Paragraf 2
Kelurahan
Pasal 35
(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:
{ a. Lurah;
b. Sekretaris;

c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum:dan
d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sekretaris
Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris.

(4) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XXVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 36
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan
setiap unsur di setiap Organisasi ch:aflgkat Daerah _serta  pejabat
fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 37
i impi i dinas daerah wajib mengawasi
bawall)mtfny;’ dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38
e il lingkungan dinas daerah bertanggungjawab
[ Helinp puUpIER ‘fm"m“-a sikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk

~ bagi pelaksanaan tugas bawahannya.




o Pasal 30
Laporan dari bawahan Yang diteri : e rajib diolah dan dapat
dipergunakan sebagaj bahan ma oleh pimpinan w aji p

: . PeNyusunan laporan lebih lanjut serta untuk
memberikan petunjuk Kepada ba\zlalhanén P ]

. Pasal 40
Setiap Organisasi p

crangkat fonsss o
jabatan, analisis bebankexja‘ daflefah menyusun analisis jabatan

raian tugas terhadap seluruh j

abatan
aerah Kabupaten Temangg'ung.

unit Organisasi ¥ s
Daerah harus me : di lin

: : 1ste :
lingkungan masing-masin m Pengendalian |

ili ] mewujudkan
akuntabilitas publik melalui pe
pelaporan kine:jay ol OYusunan peren

Perangkat
ggung jawab
laporan sesuaj

(1) Sekretaris Daerah Mmerupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atay
Jabatan Eselon lla.

(2) Asisten, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Ke
Staf Ahli merupakan g abatan Pimpinan Tinggi Prat
Eselon IIb.

(3) Kepala Bagian,
Inspektur Pemb
Eselon Illa.

Sekretaris Inspektorat

/Dinas/Badan, Camat,
antu merupakan Jabata

N Administrator atau Jabatan
(4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan dan

Sekretaris Kecamatan
merupakan Jabatan Administrator atay Jabat

(5) Kepala Sub Bagian Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD ¢
Dinas/Badan, Kepala Seksi pada Dinas, Kepala Sub Bidang pada

Badan, Kepala UPTD /UPTB, Kepala Seksi pada Kecamatan, dan Lurah,

merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IVa.

Kepala Sub Bagian Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi

ch’uraha.n, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan

Pengawas atau Jabatan Eselon IVb.

(6)

BAB X
KEPEGAWAIAN
Pasal 44
Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan .F\mgsiot-lal UTl;lmead%
Organisasi Perangkat Daerah, diangkat dan diberhentikan ole upati
sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.




BAB X1
AN PENUTUP
Pasal 46 ~
Peraturan Bupaty i)
S5 s TUIA berlaieu pada tanggal diundangkan
Peraturan  Bupat memerintahkan pengundangan
MTm AN penempatannya dalam Berita Daerah
Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Desember 2016
BUPATI TEMANGGUNG
ttd
Diundangikan d&i  Temanggung M. BAMBANG SUKARNO
pada tangial 21 Desember 2016
SEXRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ted
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 60
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LAMPIRAN Ill: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

BAGAN ORGANISAS] NOMOR 60 TAHUN 2016
EKR T
= mﬂhm_bh.bowmc.\uwﬂmﬁ%ﬂébx_gz RAKYAT DAERAH xmﬂ.ﬂwmxrz. SUSUNAN, DAN TATA KERJA
EMANGGUNG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
: TEMANGGUNG
g 5 Sekretaris
DPRD
MI'l.III-II+-4II-IIIIIIIIII -Jti-'.l-lllulll..*l'l
KELOMPOK Bagian ; Bagian
mc_%%%_.mﬂ_rr Umum dan x.m%%ﬂ: Rapat dan Perundang-
Hubungan Masyarakat Undangan
T d mn RSN ea—
: Sub Bagian _
- o L Perencanaan dan o Sub Bagian
Tata Usaha dan A ‘<alah
. Kepegawaian ggaran Rapat dan Risala _
X ; _ Sub Bagian
Sub Bagian Sub Bagian Alat xm“mawxmnma
- Rumah Tangga dan - Akuntansi _ i dan Aspirasi
Perlengkapan P

Sub Bagian Siub Bagian
Hubungan Masyarakat [ Sub Bagian I rmm_m_mmmnm:

r dan Protokol Perbendaharaan Perundang-Undangan

BUPATI TEMANGGUNG
t.td

M. BAMBANG SUKARNO
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